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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan 

tersebut dilaksanakan secara sistematis, sehingga perencanaan mampu dilaksanakan secara 

tepat sasaran sehingga terhindar dari terjadinya disparitas atau kesenjangan pemanfaatan 

sumber daya dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.  

Perencanaan pembangunan daerah dibuat dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan 

daerah senantiasa konsisten dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku 

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana 

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan 

potensi sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan 

nasional. Perencanaan pembangunan juga harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami 

oleh daerah masing-masing yang dalam hal ini adalah Kabupaten Batang dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang 

peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan 

ditempuh. 

Salah satu dokumen perancanaan pembangunan daerah yang harus disusun oleh 

perangkat daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat 

Daerah atau RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan 

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, 

yang dalam hal ini adalah oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang. 

Pembiayaan program dan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan tersebut bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten Batang), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi Jateng), maupun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

RENJA Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis 

Perangkat Daerah atau RENSTRA Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya sesuai 

dengan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat 

Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah gambar 

hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya: 
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Gambar 1. 1 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran 

 

RENJA Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan atau proses, yaitu 

sebagai berikut; a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan 

rancangan; d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e) perumusan 

rancangan akhir; dan f) penetapan. 

Penyusunan RENJA juga disusun untuk mencapai Visi dari Kabupaten Batang melalui 

Misi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang. 

  

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan RENJA PD Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 9  Tahun  1965  tentang  Pembentukan Daerah Tingkat II  

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor 52, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 2757); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Nomor  4286); 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4335); 

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4400); 
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5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2008  tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  

Pemerintahan  daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  

Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 1844); 

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  Negara Republik  

Indonesia  Nomor 4438); 

8) Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1988  tentang  Perubahan Batas 

Wilayah   Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Pekalongan, Kabupaten  Daerah  Tingkat 

II Pekalongan dan  Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Batang  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun  1988  Nomor 42, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor  3381); 

9) Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4503); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4576); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4578); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  

Nomor 4585); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4614); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 

4737); 
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15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4741); 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17) Peraturan  Presiden Nomor  39  Tahun  2013  tentang  Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 tentang Batas Maksimal 

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif 

Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008; 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4817); 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

22) Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023; 

23) Peraturan Bupati Batang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Peternakan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya dokumen Renja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah: 

1) Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah 

dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang; 
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2) Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, 

khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang. 

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Batang Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan 

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Batang pada Tahun Anggaran 2024. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan RENJA OPD Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA PD Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2024. 

1.1 Latar Belakang 

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah 

yang dalam dokumen ini adalah RENJA Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, 

Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencaaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah atau RENJA Perangkat Daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA PD Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Dinas 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Dinas Kelautan Perikanan 

dan Peternakan. 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dinas Kelautan Perikanan 

dan Peternakan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan Perikanan 

dan Peternakan sampai TW II Tahun 2023 

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan tahun 2023 dan realisasi Renstra Dinas 
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Kelautan Perikanan dan Peternakan mengacu pada hasil Laporan Kinerja 

Tahunan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang 

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang 

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap 

visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk 

ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis 

kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut. 

 

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan. 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Bagian ini menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Batang. 

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Batang 

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana kerja Program dan 

Kegiatan Prioritas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.  

 

LAMPIRAN 

 

 



Tahun 2023 

Substansi pada Bab II ini memuat tentang kajian/reviu terhadap hasil Evaluasi 

pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu ( n-2 / Tahun 2022) dan perkiraan capaian 

target tahun berjalan (n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024. 

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat kami simpulkan bahwa realisasi kinerja 

penyerapan Anggaran dapat mempengaruhi kinerja OPD dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan meskipun ada beberapa indikator kinerja yang melebihi dari target, tetapi secara 

umum kinerja masih dibawah target. 

Berikut adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan sampai dengan Tahun 2023: 
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Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Pencapaian RENSTRA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sampai dengan Tahun 202

3 4

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan 

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Prosentase Capaian 

Produksi Perikanan 

Tangkap

% 4.900.000.000 100 2.400.000.000 50 3.576.489.724 60 5.976.489.724 60 122 ST

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 

yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 

Cakupan Lokasi Kegiatan 

Pengelolaan 

Penangkapan ikan

unit 800.000.000 25 400.000.000 10 11.300.000 38 411.300.000 48 51 R

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Tersedianya dokumen 

data dan informasi 

sumber daya ikan

bulan 800.000.000 72 400.000.000 36 11.300.000 73 411.300.000 76 51 R 105,55556

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Cakupan anggota 

kelompok nelayan
Orang 2.500.000.000 6 1.200.000.000 3 1.338.693.810 3 2.538.693.810 6 102 ST

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Terlaksananya 

pendampingan kapasitas 

SDM Nelayan

Orang 500.000.000 25 200.000.000 10 240.610.110 25 440.610.110 30 88 T

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 

Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Terlaksananya 

Pembinaan kepada 

nelayan kecil dan 

pendataan oleh penyuluh 

perikanan

Orang 800.000.000 72 400.000.000 36 202.839.200 72 602.839.200 87 75 T 120,83333

Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Cakupan jumlah anggota 

kelompok nelayan 

penerima bantuan

Orang 1.200.000.000 6 600.000.000 3 895.244.500 6 1.495.244.500 8 125 ST 133,33333

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Cakupan Jumlah TPI yang 

dikelola se - Kab. Batang
unit 800.000.000 5 400.000.000 10 2.178.230.914 14 2.578.230.914 26 322 ST

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 
Terlaksananya 

pembayaran operasional 

pelayanan TPI

bulan 800.000.000 12 400.000.000 36 2.178.230.914 12 2.578.230.914 15 322 ST

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021
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Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 

Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) 

Jumlah pembuatan 

rekomendasi BBM Bagi 

Nelayan dan 

Rekomendasi Pembuatan 

PAS Kapal

dok 800.000.000 30 400.000.000 3 48.265.000 3 448.265.000 6 56 R

Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal 

Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

Jumlah pembuatan 

rekomendasi BBM Bagi 

Nelayan dan 

Rekomendasi Pembuatan 

PAS Kapal

dok 800.000.000 30 400.000.000 36 48.265.000 30 448.265.000 40 56 R 133,33333

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan 

Program Program Pengelolaan Perikanan 
Prosentase Capaian 

Produksi Perikanan 

Budidaya

Indeks 14.000.000.000 85 10.000.000.000 75 1.587.108.122 76 11.587.108.122 76 83 T

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Tersedianya sarpras 

pendukung usaha 

budidaya bagi 

masyarakat dan sarpras 

bantuan pendanaan

unit 7.000.000.000 25 5.000.000.000 10 1.454.353.322 14 6.454.353.322 26 92 ST

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan 

Tersedianya sarpras 

pendukung usaha 

budidaya bagi 

masyarakat

bulan 3.000.000.000 72 2.000.000.000 36 229.508.113 73 2.229.508.113 79 74 S 109,72222

Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Tersedianya sarpras dan 

bantuan pendanaan
tahun 4.000.000.000 6 3.000.000.000 3 1.224.845.209 8 4.224.845.209 10 106 ST 166,66667

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Tersedianya sarpras dan 

bantuan pendanaan, 

terlaksananya 

pendampingan dan 

fasilitasi usah 

pembudidayaan ikan

unit 7.000.000.000 25 5.000.000.000 10 132.754.800 14 5.132.754.800 26 73 S

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya sarpras dan 

bantuan pendanaan
bulan 3.000.000.000 72 2.000.000.000 36 117.754.800 83 2.117.754.800 89 71 S 123,61111

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan 

Terlaksananya 

pendampingan dan 

fasilitasi usah 

pembudidayaan ikan

tahun 4.000.000.000 6 3.000.000.000 3 15.000.000 6 3.015.000.000 7 75 T 113,33333

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

3 4

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat

Sasaran : Terlaksananya Pengendalian Terhadap 

Kerusakan SDI, Terlaksananya Penggantian Alat 

lingkungan menjadi alat tangkap yang ramah 

Program Program Pengawasan Sumber Daya Capaian Bina kelompok 

Masyarakat Pengawas
% 500.000.000 100 200.000.000 50 34.500.000 60 234.500.000 60 47 SR

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air

Terlaksananya 

pengawasan usaha 

perikanan tangkap

unit 500.000.000 25 200.000.000 10 34.500.000 14 234.500.000 26 47 SR

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 

Terlaksananya 

pengawasan usaha 

perikanan tangkap

bulan 500.000.000 72 200.000.000 36 34.500.000 72 234.500.000 75 47 SR

Sasaran : Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan 

bagi Masyarakat Kabupaten Batang

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 
Prosentase Capaian 

Tingkat konsumsi 

makan ikan

Indeks 7.000.000.000 85 5.000.000.000 75 502.886.000 76 5.502.886.000 76 79 T

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Tercapainya jumlah 

dokumen yang 

menyediakan data dan 

informasi usaha 

pemasaran dan 

pengolahan hasil 

perikanan

unit 3.000.000.000 25 2.000.000.000 10 4.000.000 14 2.004.000.000 26 67 S

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran 

dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) 

Tercapainya jumlah 

dokumen yang 

menyediakan data dan 

informasi usaha 

pemasaran dan 

pengolahan hasil 

perikanan

unit 3.000.000.000 72 2.000.000.000 36 4.000.000 72 2.004.000.000 84 67 S

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ 

Terlaksananya bedah UPI 

dan peraltan 

pendukungnya dan 

Terlaksananya 

pemberdayaan pelaku 

usaha perikanan

tahun 4.000.000.000 6 3.000.000.000 3 498.886.000 3 3.498.886.000 3 87 T

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

3 4

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat K

Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi 

dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah 

Terlaksananya bedah UPI 

dan peraltan 

pendukungnya dan 

Terlaksananya 

pemberdayaan pelaku 

usaha perikanan

tahun 4.000.000.000 6 3.000.000.000 3 498.886.000 7 3.498.886.000 10 87 T 167

Sasaran : Terlaksananya Pendistribusian Straw 

Inseminasi Buatan kepada Peternak

Program Penyediaan Dan Pengembangan Meningkatnya Produksi 

Hasil Peternakan
Indeks 3.000.000.000 85 2.000.000.000 75 1.991.350 76 2.001.991.350 76 67 S 89

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 

Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 

Terlaksananya kegiatan 

guna menunjang 

peningkatan sumber daya 

genetik (SDG) Hewan 

Ternak

unit 3.000.000.000 25 2.000.000.000 10 1.991.350 14 2.001.991.350 26 67 S 104

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Terlaksananya kegiatan 

guna menunjang 

peningkatan sumber daya 

genetik (SDG) Hewan 

Ternak

unit 3.000.000.000 72 2.000.000.000 36 1.991.350 77 2.001.991.350 102 67 S 142

Sasaran :  Terlaksananya Bantuan Modal Usaha 

untuk Masyarakat dalam Bidang Peternakan

Program Penyediaan Dan Pengembangan 

Meningkatnya 

Penyediaan Dan 

Pengembangan 

Prasarana Pertanian

Indeks 3.000.000.000 85 2.000.000.000 75 22.255.700 76 2.022.255.700 76 67 S 89

Pembangunan Prasarana Pertanian
Tersedianya bangunan 

prasarana perternakan
Unit 250.000.000 10

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terpeliharanya bangunan 

RPH
unit 150.000.000 5 35.000.000 1

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Terpeliharanya bangunan 

prasarana pertanian 

lainnya

unit 100.000.000 5 50.000.000 1

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan 

Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ 
Tersedianya Bibit Ternak 

Kepada Masyarakat
unit 3.000.000.000 25 2.000.000.000 10 335.000.000 14 2.335.000.000 26 78 T 104

Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit 

Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Tersedianya Bibit Ternak 

Kepada Masyarakat
bulan 3.000.000.000 72 2.000.000.000 36 335.000.000 72 2.335.000.000 87 78 T 121

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

3 4

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat

Sasaran : Meningkatnya Jumlah Hewan /  Ternak 

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Meningkatnya 

Pengobatan Ternak 

Besar/Kecil dan 

Pengawasan Peredaran 

Hewan dan Produk 

Hewan

Indeks 3.200.000.000 85 1.600.000.000 75 117.677.200 76 1.717.677.200 76 54 R

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 

Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

pengobatan ternak besar 

dan ternak kecil

unit 800.000.000 25 400.000.000 10 337.777.900 14 737.777.900 26 92 ST

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Terlaksananya 

pengobatan ternak besar 

dan ternak kecil

bulan 800.000.000 72 400.000.000 36 337.777.900 75 737.777.900 80 92 ST

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan 

Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 

Terlaksananya kegiatan 

pelayanan jasa medik 

veteriner

unit 800.000.000 25 400.000.000 10 45.000.000 14 445.000.000 26 56 R

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Terlaksananya kegiatan 

pelayanan jasa medik 

veteriner

bulan 800.000.000 72 400.000.000 36 45.000.000 72 445.000.000 77 56 R

Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terlaksananya kegiatan 

operasional pembibitan 

ternak dan perawatan 

ternak dan tersedianya 

laporan tentang harga 

produk peternakan dan 

tersedianya data tentang 

olahan hasil peternakan

unit 1.600.000.000 25 800.000.000 10 70.000.000 14 870.000.000 26 54 R

Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk 

Terlaksananya kegiatan 

operasional pembibitan 

ternak dan perawatan 

ternak

bulan / 

kegiata

n

800.000.000 72 400.000.000 36 55.000.000 81 455.000.000 126 57 R

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Tersedianya Laporan 

Tentang Harga Produk 

Peternakan dan 

Tersedianya Data Tentang 

Olahan Hasil Peternakan

bulan / 

kegiata

n

800.000.000 72 400.000.000 36 15.000.000 74 415.000.000 119 52 R

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

 

3 4

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat

Sasaran : Meningkatnya Jumlah Hewan /  Ternak 

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Meningkatnya 

Vaksinasi Ternak
Indeks 800.000.000 85 400.000.000 75 15.448.300 76 415.448.300 76 52 R

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Terlaksananya 

pengobatan ternak 

sebagai upaya 

penanggulangan bencana 

yang bersifat zoonosis

unit 800.000.000 25 400.000.000 10 15.448.300 14 415.448.300 26 52 R

Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat 

Terlaksananya 

pengobatan ternak 

sebagai upaya 

penanggulangan bencana 

yang bersifat zoonosis

unit 800.000.000 72 400.000.000 36 15.448.300 81 415.448.300 93 52 R

Sasaran : Terlaksananya Pendampingan Proses 

Program Perizinan Usaha Pertanian

Meningkatnya Jumlah 

Asuransi Usaha Ternak 

Sapi/Kerbau dan 

Calon/Penerima 

Pendampingan 

Perizinan Usaha 

Peternakan 

(Orang/Perusahaan)

Indeks 800.000.000 85 400.000.000 75 10.000.000 76 410.000.000 76 51 R

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan 

Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Data Pelaku 

Usaha Peternakan
unit 800.000.000 25 400.000.000 10 10.000.000 14 410.000.000 26 51 R

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Tersedianya Data Pelaku 

Usaha Peternakan
bulan 800.000.000 72 400.000.000 36 10.000.000 72 410.000.000 78 51 R

54.590.000.000 122 33.388.000.000 1.509.353.322 100 7.309.353.322 129

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 180 ST

Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program

11= 7+8+9+10 12 = 6+11 135 6

Realisasi Capaian  

Kinerja dan Anggaran 

Renja Tahun 2022

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra PD 

s/d 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD s/d 2022 
Sasaran/Program/Kegiatan

Indikator Program / 

Kegiatan
Satuan

Target Renstra s/d akhir 

Tahun 2022

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra s.d. 

Tahun 2021



No Urusan Capaian Kinerja Keterangan 

1. Pilihan Kelautan dan Perikanan, 

Program Pengelolaan Perikanan 

Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan 

Nelayan Kecil dalam Daerah 

Kabupaten 

Terlaksananya 

pengembangan 

kapasitas SDM 

Nelayan Kecil 

dalam Daerah 

Kabupaten 

Sampai dengan Tahun 2022 

target cakupan kelompok 

nelayan yang diikutsertakan 

dalam pengembangan kapasitas 

SDM sebanyak 100 orang 

kelompok nelayan telah 

terpenuhi. 

 

Capaian Kinerja yang Tidak Memenuhi Target 

No Urusan Capaian Kinerja Keterangan 

1. 
Rata rata sub kegiatan tidak 

memenuhi targe 
 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Capaian Kinerja yang Melebihi Target 

No Urusan Capaian Kinerja Keterangan 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 



selama tahun 2023-2026. Terdapat perubahan nomenklatur urusan berdasarkan Peraturan 

Kementrian Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun program, kegiatan 

dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah 

sebagai berikut: 

 

NO PROGRAM KEGIATAN SUB-KEGIATAN 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 



Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pemberdayaan Nelayan 
Kecil dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan 
Kapasitas Nelayan Kecil 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Pembentukan dan 
Pengembangan 
Kelembagaan Nelayan 
Kecil 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Bantuan Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) 

Pelayanan 
Penyelenggaraan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) 

Penerbitan Tanda 
Daftar Kapal Perikanan 
Berukuran sampai 
dengan 10 GT di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan Penerbitan 
Tanda Daftar Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 

3. PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

Pemberdayaan 
Pembudi Daya Ikan 
Kecil 

Pengembangan 
Kapasitas Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Bantuan Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

Penyediaan Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan 
Pemantauan 
Pembudidayaan Ikan di 
Darat 

4. PROGRAM PENGAWASAN 
SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 
Daya Perikanan di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 

Pengawasan Usaha 
Perikanan Tangkap di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 



Pengolahan Ikan dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pengolahan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

6. PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Pendampingan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Pengelolaan Sumber 
Daya Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan, dan 
Mikro Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kualitas 
SDG Hewan/Tanaman 

Peningkatan Mutu dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak serta 
Pakan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengawasan Mutu 
Benih/Bibit Ternak, Bahan 
Pakan/Pakan/Tanaman 
Skala Kecil 

Pengawasan Peredaran 
Bahan Pakan/Pakan, 
Benih/Bibit Hijauan Pakan 
Ternak 

Pengawasan Obat 
Hewan di Tingkat 
Pengecer 

Pemeriksaan Mutu, 
Khasiat dan Keamanan 
Peredaran Obat Hewan 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengendalian 
Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan 
Pakan Ternak 

7. PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 

Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Prasarana 
Pendukung Pertanian 
Lainnya 

Pembangunan 
Prasarana Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah 
Potong Hewan 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya 

Pengelolaan Wilayah 
Sumber Bibit Ternak 
dan Rumpun/Galur 
Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pelestarian dan 
Pemanfaatan Wilayah 
Sumber Bibit Ternak dan 
Rumpun/Galur Ternak 

8. PROGRAM 
PENGENDALIAN 

Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 



dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jasa Medik Veteriner 

Penerapan dan 
Pengawasan 
Persyaratan Teknis 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

Pendampingan Unit 
Usaha Hewan dan 
Produk Hewan 

Pengawasan Peredaran 
Hewan dan Produk 
Hewan 

9. PROGRAM 
PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA PERTANIAN 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Penanggulangan 
Bencana Non-Alam yang 
Bersifat Zoonosis 

10. PROGRAM PERIZINAN 
USAHA PERTANIAN 

Penerbitan Izin Usaha 
Pertanian yang 
Kegiatan Usahanya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan 
Pengawasan Penerapan 
Izin Usaha Pertanian 

 

Dari 10 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

pada tahun 2024, ditetapkan 16 Indikator capaian program Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan, yaitu: 

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

a) Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap 

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

a) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 

3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 

a) Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) 

4) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

a) Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan 

5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

a) Persentase Capaian Produksi Hasil Peternakan 

6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

a) Persentase Capaian Prasarana Pertanian yang Terehabilitasi 

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

a) Persentase Capaian Hewan yang Terobati  

b) Persentase Capaian Hewan yang Terobati di Puskeswan 

c) Persentase laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 

8) Program Perizinan Usaha Pertanian 

a) Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima 



c) Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

d) Persentase Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang Selesai Tepat Waktu 

dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan 

e) Persentase Capaian Kinerja Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kelautan 

Perikanan dan Peternakan 

 

 

 

  

 



 

RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Realisasi Indikator Capaian Program Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 202

proyeksi tahun 2025 dan tertuang pada tabel berikut: 

Indikator 
SPM/Standard 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

Persentase Capaian 
Produksi Perikanan 

 
-  95.5 93.3 97 97.7     

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

Persentase Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

-  95.5 93.3 97 97.7     

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 

Persentase Peningkatan 
Kelompok Masyarakat 
Pengawas (pokmaswas) 

-  100 100 100 100     

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Persentase Capaian 
Tingkat Konsumsi Makan -  95 96 98 100     

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 



 

RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Indikator 
SPM/Standard 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Persentase Capaian 
Produksi Hasil 
Peternakan 

  85 87 90 94     

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Persentase Capaian 
Prasarana Pertanian 
yang Terehabilitasi 

-  100 100 100 100     

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Persentase Capaian 
Hewan yang Trobati  -  100 100 100 100     

Persentase Capaian 
Hewan yang Terobati di 
Puskeswan 

-  100 100 100 100     

Persentase laporan 
pengawasan peredaran 
hewan dan produk -          

Program Perizinan Usaha Pertanian 

Persentase Jumlah 
Asuransi Usaha Ternak 
Sapi/Kerbau dan 
Calon/Penerima 
Pendampingan Perizinan 
Usaha Peternakan 
(Orang/Perusahaan) 

-  100 100 100 100     

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Persentase Capaian 
Vaksinasi Ternak   100 100 100 100     



 

RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Indikator 
SPM/Standard 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase ASN yang 
Telah Mengikuti Diklat 
Teknis/Fungsional 
Sesuai Kompetensi yang 
Dibutuhkan 

-  10 15 20 30     

Cakupan Layanan 
Operasional Kantor -  96 96.7 97.3 100     

Persentase Capaian 
Kinerja Program Dinas 
Kelautan Perikanan dan 
Peternakan 

-  96.7 97 98 98.5     

Persentase Administrasi 
Kepegawaian dan 
Keuangan yang Selesai 
Tepat Waktu dan Sesuai 
Peraturan Perundang-
undangan 

-  100 100 100 100     

Persentase Capaian 
Kinerja Anggaran 
Program/Kegiatan Dinas 
Kelautan Perikanan dan 
Peternakan 

-  94 94.5 95 95.5     



Kabupaten Batang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi 

sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan 

tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan 

lingkungan strategis di Kabupaten Batang. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus 

dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai 

visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi 

perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan 

secara optimal. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang antara lain: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 

Adapun solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang untuk memecahkan masalah diatas adalah sebagai berikut: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 

Selain itu, Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kelautan Perikanan dan 

Peternakan dalam menjalani tugas dan fungsinya. Tantangan tersebut antara lain: 

1) Optimalisasi hasil kelautan dan perikanan terutama pada usaha skala mikro; 

2) Rendahnya konsumsi makan ikan; 

3) Digitalisasi sektor kelautan perikanan dan peternakan; 

4) Kualitas SDM pelaku usaha perikanan. 

 



4) Pengembangan sarana dan prasarana di bidang kelautan perikanan dan peternakan. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun  

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut: 

1) Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam 

rancangan awal RKPD; 

2) Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

3) Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan 

dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan 

baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan 

cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator 

kinerja dengan RKPD dan lainnya. Reviu tersebut tertuang dalam gambar berikut: 



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

(DIUPDATE LAGI DENGAN DATA YANG RELEVAN) 



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 
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RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta 

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut: 

Fraksi Urusan Kamus Usulan Permasalahan Koefisien Usulan Anggaran

     

     

     

     



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Fraksi Urusan Kamus Usulan Permasalahan Koefisien Usulan Anggaran

     

     

     

     

     

     



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Fraksi Urusan Kamus Usulan Permasalahan Koefisien Usulan Anggaran

     

     

     

     

     

     



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Fraksi Urusan Kamus Usulan Permasalahan Koefisien Usulan Anggaran

     

     

     

     

     



Berikut adalah telaahan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Batang terhadap kebijakan nasional; 

1) Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

Visi Pembangunan Nasional 

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh 

industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infastruktur, penyederhanaan 

regulasi dan birokrasi 

 

Misi Presiden 

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 

b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 

c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 

e. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 

g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga; 

h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 

i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

 

Agenda Prioritas Pembangunan 

a. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 

b. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 

c. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; 

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 

e. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 

f. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 

g. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 

 

2) Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Bidang Kelautan 

dan Perikanan 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional maka terdapat 5 

(lima) arah kebijakan di bidang kelautan dan perikanan: 



c. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan 

baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan 

investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan. 

d. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan 

sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan 

instansi terkait. 

e. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan. 

 

3) Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Bidang Pertanian 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional maka terdapat 5 

(lima) arah kebijakan di bidang pertanian: 

a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, 

b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, 

c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana 

pertanian, 

d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan 

e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada 

layanan prima. 

 

Kebijakan nasional tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan 

dan Peternakan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan 

dan perikanan dan pertanian sub urusan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan. 

Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Batang adalah: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan, 

perikanan dan peternakan; 

c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kelautan, perikanan dan 

peternakan; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; 

e. Pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang kelautan, 

perikanan dan peternakan; 

f. Pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya perikanan; 



m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan, 

perikanan dan peternakan; dan 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci 

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. 

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan 

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, 

terukur dan dapat dicapai. 

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perencanaan teknis, 

pembinaan, fasilitator sarana dan prasarana, serta akomodasi usulan pembangunan bidang 

kelautan, perikanan dan peternakan, mendukung Visi Bupati Kabupaten Batang yaitu 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA 

SAING, AGAMIS, TENTRAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022” dengan membantu 

melaksanakan Misi ke-3 Bupati Kabupaten Batang, yaitu: “Meningkatkan pengembangan 

perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan 

berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan”. Visi ke-3 tersebut memiliki tujuan: “pengembangan dan 

revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktifitas perikanan 

dan kelautan yang lestari”. Kaitan dengan visi dan misi bupati periode 2017-2022, sesuai 

dengan RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022 maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama 

pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, yaitu: 

a. Produksi Perikanan Tangkap (ton); 

b. Produksi Perikanan Budidaya (ton); 

c. Tingkat Konsumsi Makan Ikan ((kg/kapita/th.); 

d. Produksi Hasil Ternak 

- Daging (kg) 

- Susu (Liter) 

- Telur (Kg) 



NO PROGRAM KEGIATAN SUB-KEGIATAN 

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

2. PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

Pengelolaan 
Penangkapan Ikan di 
Wilayah Sungai, Danau, 

Penyediaan Data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan 



Kelembagaan Nelayan 
Kecil 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Bantuan Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) 

Pelayanan 
Penyelenggaraan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) 

Penerbitan Tanda 
Daftar Kapal Perikanan 
Berukuran sampai 
dengan 10 GT di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan Penerbitan 
Tanda Daftar Kapal 
Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT 

3. PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

Pemberdayaan 
Pembudi Daya Ikan 
Kecil 

Pengembangan 
Kapasitas Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Bantuan Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

Penyediaan Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan 
Pemantauan 
Pembudidayaan Ikan di 
Darat 

4. PROGRAM PENGAWASAN 
SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 
Daya Perikanan di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
Dalam Kabupaten/Kota 

Pengawasan Usaha 
Perikanan Tangkap di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
dalam Kabupaten/Kota 

5. PROGRAM PENGOLAHAN 
DAN PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

Penerbitan Tanda 
Daftar Usaha 
Pengolahan Hasil 
Perikanan Bagi Usaha 
Skala Mikro dan Kecil 

Penyediaan Data dan 
Informasi Usaha 
Pemasaran dan 
Pengolahan Hasil 
Perikanan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan dan Peningkatan 



Hewan, Tumbuhan, dan 
Mikro Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Mutu dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak serta 
Pakan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengawasan Mutu 
Benih/Bibit Ternak, Bahan 
Pakan/Pakan/Tanaman 
Skala Kecil 

Pengawasan Peredaran 
Bahan Pakan/Pakan, 
Benih/Bibit Hijauan Pakan 
Ternak 

Pengawasan Obat 
Hewan di Tingkat 
Pengecer 

Pemeriksaan Mutu, 
Khasiat dan Keamanan 
Peredaran Obat Hewan 

Pengendalian dan 
Pengawasan 
Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pengendalian 
Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan 
Pakan Ternak 

7. PROGRAM PENYEDIAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
PRASARANA PERTANIAN 

Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Prasarana 
Pendukung Pertanian 
Lainnya 

Pembangunan 
Prasarana Pertanian 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah 
Potong Hewan 

Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
Pertanian Lainnya 

Pengelolaan Wilayah 
Sumber Bibit Ternak 
dan Rumpun/Galur 
Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pelestarian dan 
Pemanfaatan Wilayah 
Sumber Bibit Ternak dan 
Rumpun/Galur Ternak 

8. PROGRAM 
PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
VETERINER 

Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan 
Zoonosis 

Pengawasan 
Pemasukan dan 
Pengeluaran Hewan 
dan Produk Hewan 

Penilaian Risiko Penyakit 
Hewan dan Keamanan 
Produk Hewan 



Hewan 

9. PROGRAM 
PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA PERTANIAN 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Penanggulangan 
Bencana Non-Alam yang 
Bersifat Zoonosis 

10. PROGRAM PERIZINAN 
USAHA PERTANIAN 

Penerbitan Izin Usaha 
Pertanian yang 
Kegiatan Usahanya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan 
Pengawasan Penerapan 
Izin Usaha Pertanian 

 

Berikut adalah tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 

2024 dan prakiraan maju 2025 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang: 

 



RENJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Rencanca Tahun 2024 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Tahun 2025 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 
Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana

          

          

          

          

          

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabupaten Batang Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagai acuan bagi 

seluruh aparat Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang dalam 

melaksanakan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Kelautan Perikanan 

dan Peternakan tahun 2023. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan tidak 

hanya ditentukan dengan adanya dokumen rencana kerja, melainkan dukungan dari sektor 

terkait lainnya dan masyarakat luas dalam menghadapi isu-isu yang dihadapi serta tuntutan 

kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang. 

Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan 

Perikanan dan Peternakan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dapat 

terwujud. 


